
BUPATI LAMONGAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 30.1 TAHUN 2019 

TENTANG 

[ SALINAN l 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan 
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka 
pendanaan serta rencana program clan kegiatan 
prioritas daerah, perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, serta 
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 355 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah 
Pembangunan Jangka 
Rencana Pembangunan 

Ten tang Rencana 

Panjang Daerah dan 
Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dipandang 
perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan 
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 



Mengingat 
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2019 dengan menetapkan dalam Peraturan 

Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Peru.ndang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

ten tang Pengelolaan Keuangan Dae rah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn or 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014-2019 sebagiamana telah diubah 
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dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 
Nomor 1/E); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
15 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2011 Nomor 15); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2012 Nomor I); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 14); 

25. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2018 Nomor 4); 

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Ka bu paten Lamongan Tahun 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 
Nomor 26). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019. 

Pasal I 

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2018 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 26) 

sebagaimana terse but dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 16 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN, 

ttd. 
YUHRONUR EFENDI 

Ditetapkan di Lamongan 

pada tanggal 16 Juli 2019 

BUPATI LAMONGAN, 

ttd. 
FADEL! 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN 2019 NOMOR 30.1 

uai dengan aslinya 
GIAN HUKUM, 



4. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan 

dunia usaha berkewajiban berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam 

Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2019 dengan sebaik-baiknya. Selain itu, 

masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaa;i kebijakan 

dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan. 

BUPATI LAMONGAN, 

ltd, 

ai dengan aslinya 
GIAN HUKUM, 

FADEL! 

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 
BabVI-2 


